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Abstract

The existence of corporations in current globalization and liberal economy is like that of
a double-point sword. In one side, they are “useful " (for the sake of economic growth), but they
are also “harmful” (commit crime to gain as much profit as possible) in other one. Recognizing
the negative sides of corporations’ existence, statutory laws except Indonesian Criminal Code
have establihed that corporations can commit crimes and be sentenced.

Accordingly, studies on positive Indonesian criminal law have addressed criminal liability
theories for corporations namely identification doctrine; vicarious liability doctrine and strict
liability doctrine. Indeed, the theories are not based on the general rules in Indonesian Criminal
Code due to except Indonesian Criminal Code's principle that corporations can do no crimes.
However, law enforcing agents can employ the theories to charge corporate criminals.

Kata kunci : korporasi, kejahatan korporasi, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi,

aparal penegak hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi
dan perekonomian bebas dewasa in1 dapat di-
ibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu
sisi dapat “bermanfaat” (memberikan manfaat
bagi pertumbuhan ekonomi), sedangkan di sisi
yang lain dapat “mengancam” (melakukan keja-
hatan untuk memperoleh keuntungan yang se-
banyak-banyaknya). Terkait dengan kenyataan
tersebut, IS. Susanto menyatakan bahwa:'

Hampir seluruh kebutuhan kita dapat
dilayani oleh korporasi, sehingga dapat
dikatakan bahwa sejak di dalam kandun-
gan hingga di liang kubur kita di bawah
kekuasaan korporasi. Munculnya korporasi
juga membuka lapangan kerja bagi ribuan
OLANE sy sian , yang tentunya ikut
mengurangi pengangguran, ..............
Belum lagi sumbangan yang dihasilkan
berupa pajak maupun devisa, sehingga

korporasi nampak sangat positif. Namun
di sisi lain kita juga menyaksikan perilaku
negatif yang ditunjukkan oleh korporas:
seperti pencemaran, pengurasan sumber
daya alam, persaingan curang, manipulasi
pajak, eksploitasi terhadap buruh, produk-
produk yang membahayakan kesehatan
pemakainya serta penipuan terhadap
konsumen.

Sebagai antisipasi dampak negatif dari
kehadiran korporasi maka dalam beberapa
produk perundang-undangan belakangan ini
menunjukkan adanya kecenderungan untuk
mencantumkan/mengatur korporasi sebagai
subjek tindak pidana. Kecenderungan ini
merupakan kecenderungan baru dalam praktek
perundang-undangan (kebijakan legislasi) di
Indonesia. Namun demikian, kecenderungan
ini bukanlah suatu hal yang “samasekali” baru,
oleh karena dalam praktek perundang-undang-
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an (kebijakan legislasi) di Indonesia, sejak
tahun 19517 tampak sudah mengatur korporasi
sebagai subjek tindak pidana.

Sampai saat ini, kecenderungan tersebut
terus berlanjut dan bahkan tambah meningkat.
Misalnya dalam: Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1995 (Pasar Modal); Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika); Undang-

'Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 1997
(Lingkungan Hidup); Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat); Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan
Konsumen); Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 (Tindak Pidana Korupsi); dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tindak Pidana
Pencucian Uang). Itupun hanya beberapa saja
yang disebutkan; disamping itu masih banyak
lagi produk perundang-undangan yang lainnya.
Sebagai konsekuensi yuridis dari diaturnya
korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam
perundang-undangan tersebut, maka jelas
bahwa di samping manusia (orang-peroran-
gan/individu alamiah), korporasi juga dapat
dikatakan sebagai sebagai pelaku tindak pidana
dan juga dapat dipidana.

Dalam studi hukum pidana positif di
Indonesia, telah dikenal adanya teori-teori
pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.
Adapun teori-teori tersebut adalah teori iden-
tifikasi (doktrin Identifikasi); teori pertang-
gungjawaban pidana pengganti (dektrin Vicari-
ous Liability) dan teori pertanggungjawaban
pidana yang ketat (doktrin Strict Liability).
Teori-teori ini memang tidak di atur dalam
KUHP sebagai induk hukum pidana positif di
Indonesia, akan tetapi dapat digunakan dalam
menjaring pelaku korporasi. Namun demikian,
kenyataannya sungguh ironis. Teori-teori yang
ada tampaknya tidak dapat diimplementasikan

Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia. Jakarta, him. 56.

Tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun
1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia- biasa discbut dengan UU Kerja.
Sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofic. Lihat dalam: Yusuf Shofic, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak

oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan
Hakim). Dalam pengamatan peneliti, ternyagg
sampai saat ini tidak ada satupun yurisprude
tentang penjatuhan pidana bagi korporasi.

Dengan merujuk penelitian yurisprudeng;
yang dilakukan Agustinus Pohan, Mardjong
Reksodiputro mengemukakan bahwa hanya ady
satu perkara/putusan saja yang menempa
korporasi sebagai terdakwa.’ Dalam kas
ini, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung
dalam putusannya tanggal 1 Maret 1969 No.
136K/K1/1966 justru membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Ekonomi, sehingga badan
hukum yang dimaksud, tidak lagi ditempatkan
di bawah pengampuan. Oleh karena pemida-
naan terhadap korporasi telah dibatalkan oleh
Mahkamah Agung, maka peneliti tetap melihat
bahwa sampai saat ini belum ada pemidanaan
bagi korporasi. E

Bertolak dari hal di atas, persoalan yang
patut dimunculkan adalah mengapa teori-teori .
yang ada tidak dapat diimplementasikan? Apa-
kah aparat belum memahami teori-teri tersebut?
Apakah ini merupakan konsekuensi dari teori
pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang
hanya berorientasi pada orang? Ataukah karena
memang karakteristik atau anatomi kejahatan
korporasi yang sulit untuk dilacak dan rumit
dalam pembuktian? Tentu saja sejumlah per-
soalan akan bermunculan. Secara singkat dapat

dikatakan bahwa ada kesenjangan antara teori
dan praktek.

Selama in1 peneliti belum pernah men-
jumpai tulisan atau karya ilmiah atau peneli-
tian tentang kejahatan korporasi dalam ranah
implementasi/praktek. Berbagai tulisan atau
karya ilmiah atau hasil penelitian yang sudah
dilakukan oleh beberapa pakar hukum di Indo-
nesia tentang kejahatan korporasi menunjukkan
bahwa titik tolak uraian maupun kajiannya
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korporasi? Kedua, apakah fgktor—f:flktor yang
menghambat implementasi teori pertang-
gungjawaban pidana korporgsﬁ Ketiga,
bagaimanakah upaya yang dapat dltc.mpuh guna
menanggulangi kejahatan korporasi?

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini terutama
ditempuh lewat pendekatan yuridis-empiris.
Pendekatan demikian dilakukan dengan meng-
kaji atau menganalisis data primer yang berupz
pendapat atau sikap dari para aparat pencga
hukum yang menjadi responden dan narasum-
ber (informan).

Jenis data dalam penelitian ini meli.puti
data primer dan data sekunder.'f’ Meskipun
demikian, penelitian ini lebih menitik beratkan
data primer, sedangkan data sekunder
Data sekunder, me-
terutama dart

pada .
hanya sebagal penunjang. 1
liputi: (1) bahan hukum primer,
peraturan perundang-undangaq yang mengatu‘II'
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difokuskan di kota-kota besar di Pulau Jawa
(Surabaya, Semarang, Yoyakarta, Jakarta,
Bandung, dan Jember). Hal tersebut didasar-
kan pada latar belakang pemikiran bahwa di
kota-kota besar tersebut banyak ditemukan
korporasi-korporasi yang bergerak di berbagai
sektor. Logikanya, juga semakin besar peluang
akan adanya kejahatan yang dilakukan oleh
korporasi. Dengan demikian, paling tidak
aparat penegak hukum yang ada di kota-kota
besar tersebut pernah “bersinggungan” dengan
kasus kejahatan yang melibatkan korporasi.
Sehubungan dengan itu, lembaga atau instansi
yang penulis tetapkan sebagai tempat penelitian
adalah: Kepolisian Daerah; Kejaksaan Negeri;
dan Pengadilan Negeri. Khusus untuk Kota
Jakarta, penelitian dilakukan di Polda Metro
Jaya; Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan: dan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengumpulan data primer dilakukan
dengan teknik wawancara (interview) dan
teknik angket (kuesioner). Teknik wawancara

(interview) dilakukan dengan mengadakan
tanya jawab langsung pada informan atau
narasumber. Informan atau narasumber yang
dimaksudkan adalah praktisi yang terlibat lang-
sung dalam sistem peradilan pidana.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah
wawancara tak terarah (non-directive inter-
view)."® Tujuan dari pemilihan tipe wawancara
ini adalah supaya mampu menggali lebih dalam
informasi-informasi dari informan tentang
segala sesuatu yang ingin dikemukakannya.
Dengan cara itu, akan diperoleh gambaran
yang lebih luas tentang fokus permasalahan
karena informan bebas meninjau berbagai as-
pek menurut pendirian dan pikirannya sendiri,
dan dengan demikian akan dapat memperkaya
pandangan peneliti. Teknik angket (kuesioner)
dilakukan dengan jalan menyebarkan 90 kue-
sioner (responden) pada lembaga-lembaga

penegak hukum yang ada di kota-kota besar _

di Pulau Jawa.

Tabel 1

Data Jumlah Responden

Lembaga Penegak Hukum
Kota ] T P Total
Jember 5 15
Surabaya 5 15
Semarang 5 15
Yogyakarta 5 15
Endung 5 15
Jakarta 5 15
Total 30 30 90

is5

Pada umumnya dapat dibedakan 2 (dua) tipc wawancara, yaitu wawancara berstruktur atau terarah (directive inter-
view) dan wawancara tak berstruktur atau tak terarah (non-directive interview). Lihat dalam: N

,ZI]OI, L4, 1

Research (Penelitian limiah), Bumi Aksara, Jakarta. him. 117,

Kebalikan dari tipe “angker langsung” ini adalah “angket tidak langsung"; yaitu pribadi yang diberi daftar pertan-

nyaan diminta menjawab mengenai kehidupan psikis orang lain. la diminta untuk menceritakan atau menjelaskan
kcadaan orang lain. Lihat dalam: Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metodologi Riset Sosial. Mandar maju, Bandung,

him. 224.
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Berdasarkan 90 kuesioner yang disebar
tersebut, yang kembali dan tidak mengalarr_li
cacat pengisian sejumlah 79 kuesioner. Terkait
dengan tipe angket atau kuesioner dalam suatu

enelitian ilmiah, maka terhadap tipe angkeF
yang dipilih dapat dikemukakan hal-hal §cbagal
perikut: Pertama, dan cara penyampaiannya,
tipe angket yang dipergunakan adal.ah “angket
Jangsung”, yaitu dengan menyampalkap secara
langsung kepada responden yang dimintai
informasi tentang persepsinya sendiri.'® Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali
persepsi aparat penegak hukum yang ac.ia. di
kota-kota besar di Pulau Jawa mengenai im-
pelementasi teori pertanggungjawaban pidana
korporasi. Kedua, dari bentuk pertannyaanya
atau menurut jenis penyusunan item yang di-
ajukan, tipe angket yang dipilih adalah “angket
bentuk pilihan”, yaitu responden diminta untuk
memilih salah satu dan sekian kemungkinan
jawaban atau dari sekian alternatif yang telah
disediakan.'” Tujuannya adalah untuk meng-
hindan jawaban-jawaban yang melebar dan
keluar dari pokok permasalahan. Disamping
itu, juga akan memudahkan dalam melakukan
pengolahan data.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persepsi Aparat Penegak Hukum ten-
tang Kejahatan Korporasi dan Teori-
teori Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi

Salah satu tujuan ditetapkannya peraturan
perundang-undangan oleh pemerintah adalah
untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Se-
tiap peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah

seyogyanya diimplementasikan oleh lembaga
yang diberikan wewenang oleh negara. Artinya,
aparat penegak hukum harus “menegakkan”
aturan hukum tersebut. Kekuasaan negara
untuk menegakkan peraturan perundang-un-
dangan yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan dikenal dengan istilah
“ius puniendi”, sedangkan kekuasaaan negara
untuk membuat peraturan perundang-undangan
disebut dengan istilah “ius poenale™ .'® Kedua
istilah ini umumnya dipergunakan dalam bi-
dang hukum pidana.

Dalam suatu perkara pidana, aparat yang
berwenang untuk menjerat, menuntut, men-
gadili dan meng-eksekusi setiap orang yang
melanggar aturan hukum pidana adalah: Ke-
polisian; Kejaksaan; Pengadilan; dan Lembaga
Pemasyarakatan. Bekerjanya lembaga tersebut
untuk menegakkan aturan hukum pidana terpu-
sat dalam satu sistem, yaitu sistem peradilan
pidana.

Terkait dengan kejahatan korporasi,
maka aturan yang telah ada tentang kejahatan
korporasi dalam beberapa peraturan perun-
dang-undangan pidana positif di Indonesia
akan sangat tergantung dari pemahaman aparat
penegak hukum untuk mengimplementasi-
kannya. Sekalipun aturan yang dibuat sudalT
sangat optimal tetapi aparat tidak memahami
untuk menggunakannya maka aturan tersebut
akan menjadi “macan ompong”. Pemahaman
maupun pengetahuan aparat penegak hukum
merupakan salah satu faktor penting dalam
penegakan hukum.'®

Berdasarkan hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa persepsi aparat penegak hukum
tentang kejahatan korporasi sudah sangat

1 3 i S “ isian™"; dimana scmua pertannyaan
Kebalikan dari tipe “angket berbentuk pilihan™ ini adalah tipe “angket berbentuk isian™; diman: i
atau pcrmasalah:: yang diajukan kepada responden bisa dijawab secara ringkas tetapi bisa juga dijawab dengan
panjang Icbar dan bebas. Lihat dalam: Jbid, him. 230-231. :

. Mengenai pengertian “lus Pocnale™ dan “lus Puniendi™ dapat dilihat dalam: Socdarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan

Sudarto, FH UNDIP, Semarang, him. 9-10.

"% Sclain aparat pencgak hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Socrjono Sockanto adalah:
Hukum itu sendiri: Sarana dan prasarana; Masyarakat: dan Kcbudayaan.
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baik. Hal ini tampak dari sebagian besar jawab-
an responden (91,1%) yang menyatakan bahwa
korporasi dapat melakukan tindak pidana.
Artinya, aparat penegak hukum sudah mengerti
dan mengetahui perkembangan dalam hukum
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pidana bahwa korporasi dapat melakukan
dak pidana. Sebaliknya, hanya sebagia

responden (8,9%) yang menyatakan ba
porasi tidak dapat melakukan tindak pj

Tabel 2
Pendapat Responden Tentang Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (N=79)
Jawaban 3
Dapat Melakukan Tindak | Tidak Dapat Melakukan
Pidana Tindak Pidana R
n % n % N
72 91,1% =5 89% 79

Adapun indikator yang dipergunakan untuk menilai persepsi aparat tersebut “sangat ‘. ]

dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3
Indikator Penilaian Jawaban Responden
~ No. Kuantitas L ~ Kualitas
1 0-30% Kurang Baik
31 -60% Baik
61 - 100% Sangat Baik

Berdasarkan hasil penelitian dan indikator
pada tabel 3, ditemukan bahwa persepsi aparat
penegak hukum tentang pertanggungjawaban
pidana korporasi korporasi sudah sangat baik.
Hal 1n1 tampak dan sebagian besar jawaban

korporasi dapat dituntut dan dipidana. Dengan
kata lain, selain pengurus, korporasinya jug
berpeluang untuk dituntut dan dipidana. Se
baliknya, sebagian kecil responden (16,4%)
yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat

responden (83,6%) yang menyatakan bahwa  dituntut dan dipidana.
Tabel 4
Pendapat Responden Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (N=79)
Jawaban
Dapat Dituntut dan Tidak Dapat Dituntut dan
Dipidana Dipidana e
n % n % N %
& L)
83,6% 13 16,4% 79 100% J

Persepsi aparat penegak hukum yang su-
dah “sangat baik™ tentang kejahatan korporasi

korporasi dapat juga dilihat dari pemahaman
_ : mereka tentang teori-teori pertanggungjawaban
maupun teori-teori pertanggungjawaban pidana  pidana korporasi. Hampir semuanya (81,1%)

wnyatakan pernah mendengar/mengetahui/
~ahami adanya teori-teori tentang pertang-
gjawaban pidana korporasi. Hanya 18,9%

.Nsponden yang menyatakan tidak pernah
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mendengar/mengetahui/memahami adanya
teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana
korporasi.

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (N=T79)
JUMLAH
No Jawaban
N %

1 | Pemah mendengan‘mengetahujfmcmahami 64 81,1%

2 | Tidak pernah mendengar/mengetahui/memahami 15 18,9%
JUMLAH & A 2 100%

Sebagai bahan kajian lebih lanjut dapat
dipaparkan pula tentang pembakuan sejumlah
kesepakatan teoritik (doktrin) yang berkembang
dalam dunia ilmu pengetahuan hukum pidana
(khususnya di Indonesia), agar dapat dipergu-
nakan sebagai pedoman oleh para ahli hukum
dalam prakiek. Beberapa pokok pikiran tersebut
antara lain:*°

1. Dihapuskannya perbedaan antara ke-
jahatan (misdrijven) dan pelanggaran
(overtredingen);

2. Dipergunakan istilah tindak pidana
yang kita kenal dengan istilah straf-
baarfeit,

3. Meskipun tetap mengakui asas legali-
tas, tetapi hukum (pidana) adat yang
berlaku harus diberi tempat;

4. Pengertian bentuk-bentuk kesalahan
(schuld) dalam kesengajaan (opzer)
dan kealpaan (culpa) ditegaskan
maknanya;

5. Pertanggungjawaban korporasi dican-
tumkan (Penebalan dari Peneliti);

6. Kurang kemampuan bertanggung-
jawab (verminderde toerekeningsvat-
baarheid) dicantumkan;

2 Sebagaimana dikutip olch Sholehuddin dari Mardjono

7. Alasan penghapus sifat melawan hukum-
nya perbuatan (alasan pembenar) yang
di luar undang-undang (buitenwettijke
strafuitsluitingsgrond) perlu diatur;

8. Stelsel pidana (dan jenis pidana) yang
mencerminkan ideology Pancasila
harus tercermin (pidana mati, pidana
penjara, pidana denda, dan tindakan;
Double Track System),

9. Pidana tambahan agar memuat pula:
pembayaran ganti rugi dan pemenuhan
kewajiban adapt;

10. Diperlukan ketentuan tentang tujuan
pemidanaan yang dapat merupakan
pedoman bagi hakim (straftoemeting-
sleidraad).

Apabila dilihat dari angka ke-5 di atas,
jelas terdapat penegasan kembali bahwa korpora-
si telah diterima sebagai subjek dalam hukum
pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut dikemukakan dan ditegaskan agar
aparat penegak hukum berani mencoba untuk
melakukan rekonstruksi hukum dalam mena-
ngani pelaku korporasi. Terlebih lagi dengan
adanya hasil penelitian di lapangan yang menun-
jukkan bahwa sebenamnya pemahaman aparat

Reksodiputro. Lihat dalam: Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi

Dalam Hukum Pidana (lde Dasar Double Track System dan Implementasinya), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

him. 177-178.
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penegak hukum tentang kejahatan korporasi
sudah baik. Dalam pengertian bahwa mereka
sudah paham apabila korporasi dapat melakukan
tindak pidana dan juga dapat dipidana.

Dalam membicarakan korporasi sebagai

pelaku tindak pidana, Mardjono Reksodiputro®’
menyatakan bahwa cara berfikir dalam hukum
perdata dapat diambil alih ke dalam hukum
pidana. Menurut beliau, dalam hukum perdata,
awalnya juga terjadi perbedaan pendapat apak-
ah suatu badan hukum dapat melakukan perbua-
tan melawan hukum (onrechtmatighandelen).
Namun, melalui asas kepatutan (doelmatigheid)
dan keadilan (billijkheid) sebagai dasar utama,
maka ilmu hukum perdata menerima bahwa
suatu badan hukum harus dapat dianggap ber-
salah melakukan perbuatan melawan hukum,
terlebih lagi dalam lalulintas perekonomian.
Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran
bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada badan
hukum, karena pengurus dalam bertindak ti-
dak melakukannya atas hak atau kewenangan
sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan
hukum bersangkutan. Dengan demikian, badan
hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari
kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Ke-
sengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) dari
pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan
dan kelalaian dari badan hukum sendiri. Cara
berfikir dalam hukum perdata ini dapat diambil
alih ke dalam hukum pidana.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Dwi-
dja Priyatno menambahkan bahwa dalam mena-
gajukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana,
selain bertolak dari konstruksi yang dipinjam
dalam hukum perdata dapat juga ditambah
dengan ajaran mengenai “pelaku fungsional”
(functionale dader).* Ajaran mengenai pelaku
fungsional ini merupakan pengembangan dari

Ibid, him. 127.
B Ibid.

BPHN., 1982, Seminar Perkemba
Bandung, him. 202-203.

; Sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno. Lihat dalam: Dwidja Priyatno, Opcir., him. 126.
2

ngan Delik-delik Khusus Dalam masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, Binacipta,

ajaran “pelaku fisik” (fysiek dader) dalam ilmy
hukum pidana. Dwidja Priyatno kemudian.
menegaskan bahwa:**

Dengan konstruksi yang dipinjam darj
hukum perdata di atas, ditambah dengap
ajaran mengenai “pelaku fungsional”.
maka bagi penegak hukum di Indoncsié
seharusnya tidak ada permasalahan hukum
lagi untuk mengajukan suatu korporasi se-'
bagai tersangka dan terdakwa dalam sistem
peradilan pidana Indonesia, sejauh hal ity
dibenarkan oleh undang-undang (misalnya }
undang-undang tindak pidana ekonomi),
Pemaparan hasil seminar tentang Perkem-
bangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat
yang Mengalami Modernisasi, yang diseleng-
garakan oleh Badan Pembinaan Hukum nasional
(BPHN) bekerjasama dengan Fakultas Hukum
UNAIR pada tahun 1980 sudah pemah menegas-
kan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan
dan oleh karena itu, korporasi dapat dituntut
dan dipidana. Lebih lengkapnya dinyatakan
sebagai berikut: “Mengingat bahwa modernisasi
memungkinkan makin tumbuhnya delik yang di-
lakukan oleh korporasi, maka harus diperluas
kemungkinan penuntutan terhadap segala
bentuk dan jenis korporasi (Penebalan dar
Peneliti), tidak saja dalam hal delik ekonomi sep-
erti yang sudah ada, tetapi juga dalam delik-delik
yang menyangkut atau bertujuan melindungi
kesejahteraan masyarakat” 24

Apa yang sudah dikemukakan di atas,
untuk keadaan sekarang ini tampak akan jauh
lebih kontekstual lagi apabila aparat “berani”
melakukan penuntutan ataupun pemidaan
bagi korporasi yang memang telah terbukti
melakukan tindak pidana. Penuntutan dan
pemidaaan bagi korporasi tidak hanya sebatas
dalam delik ekonomi. Saat ini telah banyak UU
yang mengatur bahwa korporasi dapat dituntut,

Fah yahmsmmmemasf Teori Pertanggungjawaban Pidana 243
ahams :

ghususnya dalam UU yang bf“:lijliﬂmmk
melindungi masyarakal, seperti UU Liogkun-
gan Hidup; UU Perlingungan Kﬂ:?uu
Tindak Pidana Korupsi; dan Jan sebaganyy.

2. Faktor-faktor yang Menghiﬂﬁ;lllnplg_
" mentasi Teori Pertanggi"tvhan
Pidana Korporasi :

Studi tentang hukum pidan i ta-
mata bertujuan untuk memperoleh perdehyan
tentang hukum pidana yans ka;m%ng
perlaku sebagai hukum posit d,a:ﬂﬂ‘nkan
bertujuan juga untuk rmrrlahf:ﬂ“}l l_'ﬂ]elz_xs-
kan bagaimana sisitem pemdlﬂ“pldnlng
berlangsung. Segala sesuatd h“‘dah}adlug;
dengan keadaan senyatany? 3“‘“;@%.
Apa yang sedang terjadi d maSY_l fgan
berbagai aktifitasnya yang b“ﬂm WEKS,
juga menjadi perhatian bidang W™ pdena,
termasuk fenomena atau perkenbagn keja-
hatan korporasi. o

Sebagaimana telah d“‘lm'h""ﬂam
hasil penelitian di muka bah““?‘m:?ﬂh
mengerti dan mengetahu! perkentzgaislam
hukum pidana bahwa korpors dpnciaku-
kan tindak pidana. Oleh kﬁ“"mgﬁl‘at
juga sudah mengerti (.’Izm‘,11’*'3”5‘@';;:]Iul (;::;
korporasi sebagai *“badan dﬁm !
dipidana. Jadi, penuntutal aa
tidak hanya dapat dijatuhkan I_"\:_Fg;rus
tetapi bisa juga pada “kﬁmomsmﬁﬁk‘;’l
demikian, perlannyaanyaﬂg}""_"“ .
adalah: mengapa di Indonesi" '};Ta éf
pemidanaan bagi pelaku kom?ﬁﬁﬁi:n
bagai “badan”? Dengan kataemthwrasi”
yang langsung clijatulrll(iink i
itu sendiri. Praktik yang Selah;n_ m:us”
pemidanaan atau penuntutan =

k T
orporasi I

but
Kenyataan terse g

peluang emas yang ad?

PR

25 goedarto, 1986, Hukum dan ;
2 Edi Yunara, Op.cit.. him. 122:
¥ Ibid.

arat penegak hukum dalam penanganan
Eg;ll?ﬁtan kgrporgasi. Ada semacam keenggz?.nglzl
dari aparat penegak hukum un‘t‘uk menyf1 ’
menuntut dan mengadili pclgku _ korporasi” ke
meja hijau. Hal ini mengin.dlkasﬁcan Ilemah;ya
aplikasi teori pertanggung}a\t?ban pldana.ld or-
porasi bagi pelaku “korporasi”’. Hukum pidana
seakan-akan tidak berdaya untuk menghadapi
pelaku korporasi. Padahal, kejahatan korporasi
kian hari semakin parah seiring perannya yang
semakin sentral dalam kehidupan masyarakat.

Setelah melakukan analisis kasus terha-
dap beberapa perkara korups_l dengaq dugaan
adanya keterlibatan korporasi sebagai pelaku,
Edy Yunara menyatakan bahwa dalam. meng-
hadapi kasus tindak pidana yang melibatkan
korporasi, sikap Jaksa Penuntut Urnum (aparat
penegak hukum. pen) harus lebih jeli dan _ber—
hati-hati serta lebih luas dalam mengur_alkan
unsur “barang siapa” sebagai pelak.u tindak
pidana. Apakah tindak pidana korupsi tersfebuF
dilakukan dalam kapasitasnya secara pribadi
atau melibatkan unsur korporasi.

Peneliti sependapat dengan apa yang
dikemukakan oleh Edy Yunara, bahwa den-
gan adanya keterbatasan dalam mengusut
dan meminta pertanggungjawaban hukum
atas tindak pidana korupsi, maka korpors
akan menjadi tidak tersentuh oleh h.ukum.
Dalam analisis kasus dugaan korupsi pem-
belian mesin cetak di Dinas Infokom Nangro
Aceh Darussalam (NAD) oleh PT Bintang
Loka Sejahtera, Edy Yunara mengemukakan
bahwa:*’

Padahal, korporasi tersebut ex officio telah

turut berperan bertindak menyimpang. Dan

sebagai pelaku yang dihukum t_ialam ka_sus

ini hanya individu (direktur) saja yang dim-

intakan pertanggungjawabannya sehmgga

korporasi terlindungi oleh tmdakan direktur
korporsi yang dianggap bertindak sebagal

fubue Pz amini, Bandung, him. 26.

a
|
|
W
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pribadi/person. Padahal, sescara konkret di

depan persidangan telah terungkap saudara

IB bertindak selaku Direktur PT Bintang
Loka Sejahtera sebagai korporasi.

Lebih lanjut, dalam analisisnya terhadap

kasus tersebut, beliau memberikan kesimpulan

berlanjut terus dapat dijadikan tam

hgl Undang-undang Pemberantasan Tj
P1daqa Korupsi telah cukup tegas ung
meminta pertanggungjawaban hukum k

pelindung korporasi tidak turut ditung

sebagai pelaku tindak pidana korupsi, pag E

yang

Fahamsyah dan Suarda, Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana . 245

Sehubungan dengan hal itu, telah dilaku- gungjawaban pidana korporasi dalam upaya
penelitian dengan mengajukan pertannyaan untuk menjerat pelaku korporasi. Hasil dari
kepada responden, yaitu tentang faktor-faktor  penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

menghambat implementasi teori pertang-

Tabel 6

sebagai berikut:*®

Kelemahan-kelemahan inilah yang se-
harusnya tidak perlu terjadi lagi dalam
penerapan hukum menghadapi kasus-ka-

rporasi dalam tindak pidana korupsi.
Belum optimalnya implementasi tegq
pertanggungjawaban pidana bagi korpo
dalam penegakan hukum pidana di Indo

Pendapat Responden Tentang Faktor-faktor Yang Menghambat Implementasi Teori
pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Upaya Menjerat Pelaku Korporasi (N=79)

sus korupsi yang didalamnya melibatkan ~ dapat digambarkan dalam Gambar 1.
korporasi. Karena hal ini jika dibiarkan

Gambar 1
Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Da_lam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Implementasi
Teori Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi

¥ Ibid, him. 123.

JUMLAH
No Jawaban -
ol N - 1% N%
1 | Sistem KUHP yang berorientasi pada orang 42 79 532 | 100
2 | Aturan hukum (UU) kurang jelas ; 79 | 405 | 100
3 Aparat menemui kesulitan untuk menjerat 79 36,7 100
korporasi R 1
“4_ Kejelian dari korporasi untuk menghindar 26 i
dari jerat hukum pidana
5 | Lamnya 79 100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disim-
pulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat
implementasi teori pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam upaya untuk menjerat pelaku
korporasi. Dari 79 responden, sebanyak 53,2%
responden menyatakan bahwa hambatannya
disebabkan oleh Sistem KUHP yang berorien-
tasi pada orang. Sebanyak 40,5% mengatakan
bahwa kendala tersebut disebabkan oleh adanya
peraturan perundang-undangan yang tidak jelas.
Konsekuensi dari hal ini, aparat akan selalu
merasa kesulitan untuk menjerat pelaku ko-
rporasi. Bahkan bisa dikatakan enggan untuk
melakukan penyelidikan tentang keterlibatan
korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Sementara 36,7% diantaranya me-
nyatakan bahwa hambatan tersebut terdapat
pada “kelemahan” dari aparat penegak hukum
sendiri, baik pada tingkat penyidikan, penuntu-
tan maupun peradilan. Yang menyatakan bahwa
faktor penghambatnya adalah kejelian dari
korporasi untuk menghindar dari jerat hukum
pidana cukup banyak, yaitu sebanyak 45,6%.
Sedangkan sisanya; 19% menyatakan bahwa
hambatan itu terdapat pada hal-hal lainnya.

Berdasarkan pola yang ditampilkan oleh
responden tersebut maka secara berturut-turut
dapat dilihat dari faktor yang paling banyak
dipilih sampai yang paling sedikit sebagai
berikut:

1. Sistem KUHP yang berorientasi pada

orang (53,2%);
2. Kejelian dari korporasi untuk menghin-
dar dari jerat hukum pidana (45,6%);
3. Aturan hukum (UU) kurang jelas
(40,5%);

4. Aparat menemui kesulitan untuk men-

jerat korporasi (36,7%); dan

5. Lainnya (19%)

Berdasarkan hal-hal lain sejumlah 19%
pada butir ke-5, responden mengemukakan
jawaban yang sangat bervariasi, antara lain
karena tidak semua tindak pidana dapat diper-
tanggungjawabkan pada korporasi; minimnya
jenis sanksi pidana untuk korporasi; dan tidak
adanya politicall will, baik oleh pemerintah
maupun aparat. Hal tersebut akan berpengaruh
pada lemahnya kesungguhan dari aparat untuk
menangani kejahatan korporasi.
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Disamping itu, dalam jawaban butir
ke-5, aparat juga mengemukakan lebih spe-
sifik lagi mengenai kesulitan dan dari aparat
penegak hukum (sebagaimana jawaban butir
ke-4) dalam menangani kajahatan korporasi.
Misalnya kesulitan mendapatkan data untuk
penyidikan; ada intervensi dari pihak-pihak
tertentu; penyidik masih berorientasi bahwa
bahwa pertanggungjawaban pidana adalah
orang perseorangan; kesulitan pada tingkat
pembuktian kesalahan korporasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disim-
pulkan bahwa secara umum, faktor-faktor
yang menghambat implementasi teori pertang-
gungjawaban pidana korporasi dalam upaya
untuk menjerat pelaku korporasi adalah faktor
hukum dan non hukum. Faktor hukum adalah
peraturan perundang-undangan, baik dalam
hukum pidana umum [KUHP], maupun hukum
pidana khusus [UU di luar KUHP]. Faktor non
hukum meliputi: (1) aparat penegak hukum.
yakni keterbatasan aparat penegak hukum un-
tuk melakukan “rekonstruksi hukum” dalam
menangani kasus-kasus yang melibatkan
korporasi; dan (2) kerporasi itu sendiri, yaitu
kejelian korporasi untuk menghindar dari jerat
hukum pidana.

Dengan adanya faktor-faktor yang meng-
hambat implementasi teori pertanggungjawa-
ban pidana korporasi untuk menjerat korporasi
dalam sistem peradilan pidana, maka wajar
apabila sampai saat ini tidak ada yurisprudensi
tentang pemidanaan bagi korporasi. Sampai
saat in1 tidak ada satupun korporasi yang dipi-
dana dalam praktek peradilan pidana. Namum
demikian, adanya berbagai faktor penghambat
tersebut tidak berarti aparat membiarkan begitu
saja para pelaku korporasi untuk melakukan
tindak pidana tanpa adanya penuntutan ataupun
pemidanaan yang setimpal.

Terlebih lagi, bahwa masalah ke-
Jahatan korporasi ini bukan saja merupakan
masalah nasional tetapi sudah merupakan
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masalah internasional. Menurut Ho
agaimana dikutip Muladi®®, bahwa p
masyarakat internasional terhadap kejah;
korporasi, secara jelas nampak dari usaha gy
internasional untuk menangkal perilaku negs
dari perusahaan-perusahaan multinasj
Usaha tersebut merupakan hasil kerj
internasional dalam bentuk Code of Ci
of Transnational Corporations (UN, Ecos
1979), yang antara lain mengatur: (1) Activig
of Transnational Corporations; (2) Treatme
of Transnational Corporations; (3) Inte _-_"'
ernmental Cooperation. -3

m‘,l -_‘

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kg
porasi '.
Setiap tindak pidana pada prinsip
harus ditindak dengan tegas, termasuk tin
pidana yang dilakukan oleh korporasi. H
perlu guna menjaga kepercayaan masyarak
pada penegakan hukum dan/atau suprema
hukum. Banyak pihak yang menilai bahw
praktek penegakan hukum di Indonesia ma!
diwarnai dengan nuansa “pandang bulu”.
yanya aparat penegak hukum “tidak pandar
bulu” dalam menegakkan hukum, baik unt
penanggulangan kejahatan konvensional (pe
curian, perampokan, pembunuhan) maupt
kejahatan kerah putih (korupsi, tindak pidan
di bidang perbankan, maupun kejahatan
melibatkan korporasi). Meskipun demikian, ha
rus diingat adanya prinsip umum dalam hukus
pidana bahwa proses peradilan pidana tidal
boleh dijadikan sebagai ajang balas dendam
tetapi harus dilihat berdasarkan keseimbangat
antara pelaku, perbuatan, dan korban (d
dader, slachtoffer), sehingga dapat menja
rasa keadilan bagi semua pihak, baik korp
maupun korban kejahatan korporasi.

Mengacu pada peraturan perund
undangan pidana positif di Indonesia tampak
bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek
tindak pidana terdapat dalam berbagai peraturafl

dang-undangan di luar KUHP. Dari hal
tersebut, dapat dimengerti bahwa pengaturan
rasi sebagai subjek tindak pidana tidak
diatur dalam hukum pidana umum (commune

 sirafrecht) atau tidak diatur dalam KUHP.

Dengan demikian, kebijakan legislasi yang

~ menyangkut korporasi sebagai subjek tindak

idana tidak berlaku secara umum, akan tetapi
terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa
perundangaundangan khusus di luar KUHP.

Setelah melakukan analisis terhadap be-
berapa peraturan perundang-undangan pidana,
Dwija Priyatno dalam disertasinya menemukan
pahwa terdapat kelemahan dalam kebijakan
formulasi tentang pertanggungjawaban pidana
korporasi yang diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan di luar KUHP.* Lebih lan-
jut, Dwija Priyatno mengemukakan ada 2 (dua)
alternatif/jalan keluar yang dapat ditempuh dan
permasalahan tersebut. Pertama, dengan jalan
melakukan reformulasi ketentuan tentang sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
Juar KUHP. Kedua, dengan jalan melakukan pe-
rubahan KUHP dengan memasukkan korporasi
sebagai subjek tindak pidana umum.

Seperti diketahui Pasal 59 KUHP In-
donesia belum dirubah. Sebaliknya, Belanda
sendiri dengan undang-undang tanggal 23 Juni
1976 (Stb. 377, mulai berlaku 1 September
1976) telah mengubah redaksi Pasal 51 W.v.S.
Belanda (Pasal 59 KUHP), sehingga bunyinya
sebagai berikut:®'

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik
oleh perorangan maupun oleh kor-
porasi;

2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh
korporasi, penuntutan pidana dapat di-
jalankan dan sanksi pidana maupun tin-

30

Ibid., him_162-196.
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dakan (maatregelen) yang disediakan

daalam perundang-undagan-sepanjang

berkenaan dengan korporasi-dapat

dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan

sanksi dapat dilakukan terhadap:

a. korporsi sendiri, atau

b. mereka yang secara faktual mem-
berikan perintah untuk melakukan
tindak pidana yang dimaksud,
termasuk mereka yang secara fac-
tual memimpin pelaksanaan tindak
pidana dimaksud, atau

c. korporasi atau mereka yang disebut
dalam butir b bersama-sama secara
tanggung renteng.

3. Berkenaan dengan penerapan butir-
butir sebelumnya, yang disamakan
dengan korporasi: persekutuan bukan
badan hukum, maatschap (perseku-
tuan perdaata) rederij (perusahaan
perkapalan) dan doelvermogen (harta
kekayaan yang dipisahkan demi pen-
capaian tujuan tertentu; social found
atau yayasan).

Menurut Setiyono®~, agar penanggulang-
an kejahatan korporsi dapat berhasil maka
upaya yang diambil harus mendasarkan padg
anatomi atau karakteristik kejahatan korporasi
itu sendiri. Hal ini penting karena apabila
tidak, maka akan menimbulkan biaya sosial
(social cost) yang tinggi dan dampak negatif
dari masyarakat serta tingkat keberhasilannya
sangat diragukan.

Analisis tentang upaya penanggulangan
kejahatan korporasi dilakukan dari aspek/
pendekatan kebijakan kriminal (criminal
policy), yang meliputi “upaya penal” dan
“upaya non penal” sebagaimana terlihat dalam
Gambar 2.

UHP Belanda dan Padanannva

" Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari K
Dengan KUHP Indonesia), Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, him. 102-103.

a Setiyono. Op.cir., him. 161

* Muladi, 1997, HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Scmarang, him. 168-169.




248 MIMBAR HUKUM Volume 18, Nomor 2, Juni 2006, Halaman 159-292

Gambar 2
Upaya penanggulangan Kejahatan Korporasi dari Aspek Kebijakan Kriminal

Penal

Kebijakan
Kriminal

Formulasi

Aplikasi

Eksekusi

Non Penal

a. Upaya Penal

Berbeda dengan penanggulangan keja-
hatan yang bersifat konvensional, penanggu-
langan kejahatan korporasi dengan sarana penal
(hukum pidana) bukanlah sarana yang berifat
absolut, sehingga sanksi pidana harus digu-
nakan sebagai sarana terakhir. Dalam hukum
pidana dikenal asas tidak tertulis bahwa sanksi
pidana hanya digunakan sehemat mungkin oleh
masyarakat. Penggunaan sanksi pidana hanya
sebagal ultimum remedium atau sebagai obat
yang terakhir. Hal ini berarti bahwa sarana-
sarana non penal (non hukum pidana) harus
lebih diutamakan.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di
atas bahwa kebijakan penal terdiri dari 3 tahap,
yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.
Tahap-tahap ini disebut juga dengan tahap-ta-
hap fungsionalisasi hukum pidana. Sehubungan
dengan itu, Barda Nawawi Arief* menyatakan
bahwa: pemberian pidana itu untuk benar-benar
dapat terwujud direncanakan melalui beberapa
tahap, yaitu:

l. Tahap formulasi, yaitu tahap peru-
musan atau penetapan pidana oleh
pembuat undang-undang;

* Muladi dan Barda Nawawi Anicfl. 1998, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, him.. 91.

3 Ibid.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberiat
pidana oleh badan yang berwen
atau penegak hukum; dan _

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksa-
naan pidana oleh instansi yang ber-
wenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap

pemberian pidana in abstracto, sedangkan ta-

hap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian
pidana in concreto. Sebagai suatu proses me-
kanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga
tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu’ 1
jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam‘ 4
satu kebulatan sistem.* Untuk lebih mudahnya
memetakan permasalahan sekaligus memudah-
kan dalam memberikan solusinya, maka upaya =
penal di sini akan diuraikan dalam 3 (tiga) tahap
tersebut. o

Tahap Formulasi

Sebagaimana telah dikemukakan dalam
hasil penelitian bahwa faktor yang paling
menghambat dalam upaya penanggulangan
kejahatan korporasi adalah adanya sistem dalam
KUHP yang masih berorientasi pada orang.
Disamping itu, juga karena adanya aturan pe-
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rundang-undangan di luar KUHP yang tidak

jelas mengatur tentang sistem pertanggung-
jawaban pidana korporasi. Kedua kelemahan

tersebut adalah kelemahan yang masuk dalam
tahap formulasi.

Sehubungan dengan itu, dalam pembena-
han di tingkat formulasi ini, peneliti sepcnda.pgl
dengan usulan yang dikemukakan oleh Dwidja
Priyatno. Pertama, dengan jalgn melakukan
reformulasi ketentuan tentang sistem pertang-
gungjawaban pidana korporasi yang cbatur
dalam peraturan perundang-undangan di luar
KUHP. Kedua, dengan jalan melakukan pe-
rubahan KUHP dengan memasukkan korporasi
sebagai subjek tindak pidana umum.

Meskipun demikian, upaya kedua yang
paling strategis untuk dilakukan oleh pemer-
intah. Upaya paling mendesak adalah dengan
jalan mengadakan perubahan pada KUHP,
yaitu memasukkan ketentuan mengenal d.n.en-
manya korporasi sebagai pelaku tindak pidana
sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam
hukum pidana umum.

Tahap Aplikasi

Pada tahap ini adalah proses penyidikan,
penuntutan maupun peradilan bagi pelaku ko-
rporasi. Berdasarkan penelitian kepustakaan
telah dikemukakan bahwa selama ini tidak
pernah ada pemidanaan yang dijalani .ol.el'!
korporasi sebagai “badan”. Ternyata hasil ini
diperkuat oleh penelitian di lapangan yang
menunjukkan bahwa sebagian besar respoqden
(63%) menyatakan tidak pernah menangani ka-
sus yang melibatkan korporasi sebagai pf:lakw
nya. Yang menyatakan pernah menangani kasus
yang melibatkan korporasi sebagai pelaku
hanya 37%. Dari sejumlah 37% responden
tersebut, mereka menyatakan bahwa meskipun
ada kaitannya dengan kejahatan korporasi akan
tetapi yang disidik, dituntut maupun dipidanaj
adalah pengurus korporasinya. Bukan korporasi
sebagai “badan”.

Menurut Clinard dan Yeager, terdap
beberapa kritena, yang pada umumnya dala
keputusan-keputusan untuk menggunak:
hukum pidana (te bring a criminal actio;
terhadap korporasi. Pertama, derajat kerugi:
terhadap publik (The degree of loss to the p
bic). Kedua, tingkat keterlibatan oleh jajar:
manager korporasi (The level of complicity |
high corporate managers). Ketiga, laman;
pelanggaran (The duration of the violatior
Keempat, frekuensi pelanggaran oleh korporz
(The frequency of the violation by the corp
ration). Kelima, alat bukti yang dimaksudk:
untuk melakukan pelanggaran (Evidence of i
tent to violate). Keenam, alat bukti pemerasz
semisal dalam kasus-kasus suap (Eviden
of extortion, as in bribery cases). Ketuju
derajat pengetahuan publik tentang hal-t
negatif yang ditimbulkan oleh pemberita
media (The degree of notoriety engendered
the media). Kedelapan, kebiasaan hukum/p
tusan-putusan yang sama dalam perkara ya
datang belakangan dengan putusan-putus
terdahulu (Precedent in law). Kese.mbila
riwayat pelanggaran-pelanggaran serius ol
korporasi (The history of serious w'olatiop
the corporation). Kesepuluh, kemungkin
pencegahan (Deterence potential). ;"(esgbe;‘i
derajat kerjasama korporasi yang dltunjukk_
oleh korporasi (The degree of cooperati
evinved by the corporation). :

Menurut Muladi, apabila berbicara k
porasi sebagai subyek hukum akan menyent
persoalan utama, yaitu kapan dan apa ukur:
nya untuk dapat mcmpenanggung]awabk'
korporasi dalam hukum pidana. Kemudi
dinyatakan, meskipun ada pendapat bah
hal yang demikan harus dilihat secara ka
per kasus, sesuai dengan sifat kekhasan de
tertentu, namun sebagai pedoman, Mul
mengemukakan beberapa pemikiran. Pertar
perbuatan dari perorangan dapat dibebanl
pada badan hukum, apabila perbuatan-perb

7 -120. Periksa j
** Scbagaimana diterjemahkan olch Yusuf Shofic. Lihat dalam: Yusuf Shofic, Op.cit. h\'{-oﬂ:k‘!:l?n‘ 29‘;_ I
Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, 1980, Corporate Crime, The Free Press, c



tan tersebut tercermin dalam lalulintas sosial
sebagai perbuatan badan hokum.

Kedua, apabila sifat dan tujuan dari
pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk
perbuatan pidana, untuk pembuktian akhir
pembuat pidana, di samping apakah perbuatan
tersebut sesuai dengan tujuan statute dari badan
hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan
perusahaan, maka yang terpenting adalah
apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang
lingkup pekerjaan dari badan hokum.

Ketiga, badan hukum dapat diperlaku-
kan sebagai pelaku tindak pidana bilamana
perbuatan yang terlarang yang untuk per-
tanggungjawabannya dibebankan atas badan
hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan
hukum tersebut.

Keempat, badan hukum baru dapat
diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana
apabila badan tersebut “berwenang untuk
melakukannya terlepas dari terjadi atau tidak
terjadinya tindakan, dan di mana tindakan di-
lakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada
umumnya” dan “diterima atau diterima secara
demikian” oleh badan hukum (Ijzerdraad-arrest
HR 1954). Syarat kekuasaan (machtsvereiste)
mencakup: wewenang mengatur/menguasai
dan/atau memerintah pihak yang dalam ke-
nyataan melakukan tindakan terlarang tersebut;
mampu melaksanakan kewenangannya dan
pada dasmya mampu mengambil keputusan-
keputusan tentang hal yang beresangkutan;
c!an mampu mengupayakan kebijakan atau
u.ndakan pengamanan dalam rangka mencegah
dilakukannya tindakan terlarang; Selanjutnya
f.sy_arathpcnerimaan (aanvaardingsvereiste), hal
Ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses
pengambilan atau pembentukan keputusan di
daalam badan hukum dengan tindakan terlarang
tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk
mengawasi secara cukup.
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Kelima, kesengajaan badan hukum tes
apabila kesengajaan itu pada kenyat;
tercakup dalam politik perusahaan, atay k
dalam kegiatan yang nyata dari perus
tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain 1
elesaian harus dilakukan dengan konstryl
pertanggungjawaban, kesengajaan dari peror
gan (natuurlijk person) yang berbuat atas na
korporasi sehingga dianggap Jjugameni
kesengajaan badan hokum.

Keenam, kesengajaan suatu organ d;
badan hukum dapat dipertanggungija
secara hukum. Dalam hal-hal tertentu,
engajaan dari seorang bawahan, bahkan ds
orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengaia
badan hokum. 4

Ketujuh, pertanggungjawaban ju
bergantung dari organisasi internal d
korporasi dan cara bagaimana tanggungja
dibagi; demikian pula apabila berkaitan d
kealpaan.

Kedelapan, pengetahuan bersama dar
sebagian besar anggota direksi dapat diang|
sebagai kesengajaan badan hukum;
sampai pada kesengajaan kemungkinan. 3¢

Apa yang dikemukakan oleh Clinard
Yeager maupun Muladi tersebut dapat di
kan pedoman oleh aparat penegak hukum
Indonesia dalam menyidik/menuntut/men
pelaku korporasi. Apabila telah dirasakan
bukti, maka aparat penegak hukum seyogy
lebih berani melakukan “rekonstruksi”

korporasi sebagai pelakunya. Hal ini sejalan
dengan semangat untuk mengendalikan
hatan korporasi. :

Berdasarkan hasil wawancara dengan
Nani Indrawati®*’ (hakim PN Yogyakarta),
peneliti melihat bahwa sebenamnya telah ada
upaya dari hakim maupun jaksa untuk menga-
nalisis lebih jauh tentang keterlibatan korporasi.

36 _—
Muladi, 2002, Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum. The Habibic Center, Jakarta, him. 160-16].

37
Bcrdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 30 Desember 2005 i i
Pengadilan N A Katts y . Pkl. 10.00-11.00 WIB di Ruang Kerja Hakim

Nani Indrawati menyatakan bahwa ia pernah
_mengadili kasus yang sangat kental dengan
nuansa kejahatan korporasi, yaitu adanya

cemaran lingkungan oleh PT KAI. Dalam

persidangan ternyata yang didakwa adalah pen-

nya. Menurutnya, penyidik maupun Jaksa
penuntut Umum masih mengalami kesulitan

~ dalam mengaitkan tindak pencemaran terse-
put sebagai tindakan dari korporasi. Dengan
'~ demikian, kembali lagi yang didakwa adalah

pengurusnya.
Sehubungan dengan itu, Nani Indrawati

' sependapat dengan usulan peneliti tentang

rekonstruksi hukum. Menurutnya memang
sangat tepat apabila aparat penegak hukum
lebih berani melakukan “rekonstruksi” hukum
apabila menangani kasus yang melibatkan ko-
rporasi sebagai pelakunya. Peluang emas yang
ada seyogyanya dimanfaatkan untuk menang-
gulangi kejahatan korporasi, termasuk dengan
memanfaatkan teori-teori pertanggungjawaban
pidana korporasi.

Tahap Eksekusi

Maksud dari tahap eksekusi disini adalah
tahap pelaksanaan pidana bagi korporasi.
Sebelum tahap pelaksanaan pidana, hal yang
patut diperhatikan sebelumnya adalah tahap
penjatuhan pidana (yang masuk dalam tahap
aplikasi). Peneliti mengusulkan bahwa dalam
penjatuhan pidana (termasuk dakwaan oleh
JPU) seyogyanya aparat memperhatikan kara-
kteristik dan korporasi itu sendiri. Menurut
Sholehuddin, bahwa sesuai dengan karakter-
istik kejahatan korporasi maka bentuk-bentuk
sanksi tindakan sangat relevan bagi korporasi,
misalnya: penempatan perusahaan di bawah
pengampuan; penutupan seluruhnya atau seba-
gian dari perusahaan; perbaikan akibat tindak
pidana; dan sebaginya*®

Sering dikatakan bahwa pidana pokok
yang bisa dijatuhkan kepada korporasi hanyalah

Fahamsyah dan Suarda, Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana 251

pidana denda (fine), tetapi apabila dijatuhkan
sanksi berupa penutupan seluruh korporasi,
maka pada dasarnya merupakan “corporate
death penalty”. Sedangkan sanksi berupa segala
bentuk pembatasan terhadap aktivitas korpora-
si, maka sebenarnya mempunyai hakekat yang
sama dengan pidana penjara atau kurungan,
sehingga ada istilah “corporate imprisonment™.
Pidana tambahan dalam hal ini tetap bisa
dijatuhkan. Bahkan pidana tambahan berupa
pengumuman keputusan hakim, merupakan

sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi.>®

Selanjutnya, dengan mengacu pada Un-
dang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, apabila
putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap maka yang bertanggungjawab
untuk melaksanakan putusan tersebut adalah
pihak kejaksaan. Meskipun pelaksanan pidana
tidak dilaksanakan secara langsung oleh kejak-
saaan, tetapi oleh badan yang terkait (misalnya:
pencabutan ijin oleh badan yang mengeluarkan
1jin; pemulihan kerusakan akibat kerusakan
lingkungan oleh dinas lingkungan hidup dan
dinas terkait), maka pelaksanaannya secara in
concreto tetap di bawah tanggungjawab kejak-
saan. Sedangkan pengawasannya dilakukan
oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyatakan bahwa: “‘Pelaksanaan putusan pen-
gadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh
jaksa”. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan
bahwa: “Pengawasan pelaksanaan putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang
bersangkutan berdasarkan undang-undang”.
Demikian juga dengan Pasal 270 KUHAP
menegaskan bahwa: “Pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hokum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk
itu panitera mengirimkan salinan surat putusan

* Pendapat Sholehuddin ini bertolak dari konscp “Sanksi Tindakan™ dalam hukum pidana. Lihat dalam Sholchuddin.

Op.cit., him. 176 dan 177.

* Muladi, Demokratisasi. HAM, dan.............. Op.cit., him. 163.
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kepadanya™.

Pelaksanaan maupun pengawasan putu-
san pidana bagi korporasi perlu dilaksanakan
dengan tegas, teliti dan hati-hati dengan tujuan
sebagai efek jera, baik bagi korporasi yang dipi-
dana (prevensi special) maupun bagi korporasi
yang lainnya (prevensi general).

b. Upava Non Penal

Usaha-usaha yang rasional dari masyara-
kat maupun pemerintah untuk mengendalikan
kejahatan (kebijakan kriminal) tidak hanya di-
lakukan dengan sarana penal tetapi juga sarana
non penal. Menurut Setiyono, penanggulangan
kejahatan korporasi dengan sarana non penal
diarahkan dalam rangka mengembangkan
tanggungjawab korporasi terhadap kondisi-
kondisi sosial tertentu, yang secara tidak lang-
sung mempunyai pengaruh preventif terhadap
kejahatan korporasi. Selanjutnya dinyatakan
bahwa penanggulangan kejahatan korporasi
dengan upaya non penal ini dapat berupa : (1)
mengubah sikap dan strukturkorporasi secara
sukarela; (2) tindakan-tindakan pemerintah
untuk mengubah struktur korporasi melalui
peraturan perundang-undangan; (3) tindakan-
tindakan yang bersifat administratif dari pe-
jabaubirokrasi; (4) sanksi sosial yang berupa
publikasi terhadap terhadap korporasi yang
melakukan kejahatan; (5) aksi konsumen untuk

menekan perilaku menyimpang korporasi; (6)
pembenan sanksi kolektif berdasarkan pemiki.
ran rasa malu yang terintegrasi (reintegrative
shaming); (7) pengucilan Eksekutif; (8) sanks;
pelayanan komunitas (community service sanc-
tion); dan (9) pemberian wewenang yuridis
untuk meninjau aktivitas korporasi. 4* i

Upaya non penal di sini dapat dilihat darj
beberapa aspek, yaitu: (1) dari aspek aparat
Penegak Hukum; (2) dari aspek korporasi; dan
(3) dari aspek masyarakat/konsumen. Upaya
non penal di sisni dapat juga diartikan sebagaij
upaya preventif atau upaya pencegahan bagi
tumbuh dan berkembangnya kejahatan kor-
porasi untuk masa-masa yang akan datang.

Pertama, dari aspek aparat penegak hu-
kum. Aparat penegak hukum harus diberikan -
pendidikan dan pelatihan khusus mengenai 1
kejahatan korporasi. Bisa dalam bentuk diklat
yang berkesinambungan. Hal ini sangat perlu
agar aparat betul-betul memahami anatomi ke-
jahatan korporasi maupun pertanggungjawaban ]
pidana korporasi. Terlebih lagi, berdasarkan ha-
sil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar
responden (57%) menyatakan bahwa mereka
tidak pernah mendapatkan pendidikan atau

pelatihan khusus mengenai kejahatan kor-
porasi. Sisanya, 43% responden menyatakan

pernah. Jelasnya dikemukakan dalam tabel
berikut:

Tabel 7
Jawaban Responden Tentang Pendidikan dan Latihan Mengenai Kejahatan Korporasi
JUMLAH
No Jawaban
N %o
| | Pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan 34 43%
khusus mengenai kejahatan korporasi. 2
) Tidak pernah mendapatkan pendidikan atau 45 579%
pelatihan khusus mengenai kejahatan korporasi. Z
JUMLAH 79 100%

40 Setiyono, Op.cit., hlm. 181,
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Berdasarkan hasil wa\;:ncar[a sec;ir:i
i engan responden pada saal men
iﬂ:slia;ngr dgitemukan bahwa respondcq yang
menjawab pernah mendapatk.an Pendldlkan
tau pelatihan khusus mengenai ke_lahatan. l(or-‘
p rasi itupun hanya merupakan sub mater! dan_
sebuah diklat. Jadi, tidak langsung mengenai
kejahatan korporasi. Oleh karena 1tu, sm::
sglayaknyaMA.KejaksaaanAgungdanM:akl t
Polri secara rutin untuk rpenga.xdakgn d_’ a
tentang kejahatan korporasi bagi ha]qm, jaksa
maupun penyidik di lembaganya masing-mas-
ing. Dengan demikian, unmk. masa-masa yang
akan datang aparat akan lebih optimal da?am
melakukan pcnyidikan/penuntu_tanfpera.tdllan
bagi korporasi sebagai pe!aku tindak pu:laqa.
Mengenai diklat khusus di atas, rflenurul Sis-
toyo*' (JPU pada Kejari Bandung) justru san‘;g:l:
perlu sekali. Tujuannya adalah untuk mengul
pola pikir aparat (khususnya kejaksaan) supaya
tidak ketinggalan dengan perkemb@gan jaman.
Bahkan menurut Nani Indrawati (l-!aklm
pada PN Yogyakarta), pengalamannya di Au_s-
tralia patut ditiru oleh pemerintah Indonesia.
Beliau menyatakan pengalamannya pada saat
mendapatkan kesempatan untuk ml.:ngrkun
short course di Australia mengenai tindak
pidana lingkungan hidup. Menurutnya, pelak_—
sanaan short course tersebut sangat baik sekah:
Diajarkan juga tentang kejahatan korpf)r.am
dalam bidang lingkungan hidup. Aparat dlajar-.
kan untuk menganalisis tindak pidana korporast
maupun pertanggungjawaban pida:‘m korporasi
dalam tindak pidana lingkungan hidup.
Sejalan dengan pernyataan 4S}15t0yo dan
Nani Indrawati, menurut Suyitno (Kasul?ag
Renmin Polda Jawa Timur), ada 2 hal plentmg
sebagai upaya preventif dalam penanggulangan
kejal%atanpkc))(rpf)rasi, yaitu peningkatan kualitas
SDM penyidik dan peningkatan pemahaman

41 Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sclasa, 3 Januan 2006. Pkl. 12.30-1

ung. .
! Berdasarkan hasil wawancara pada han Jumat,
Pengadilan Negeri Yogyakarta.

43 Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum’'at 13 Januari

penyidik tentang kajahatan korporasi. Dalam
rangka peningkatan kualitas dan pamahaman
penyidik maka dapat dilakul_(an dengan men-
gadakan diklat yang berkesinambungan bagi
para penyidik. '

Dari sudut “‘organisatoris”, maka pc:_le}ip
mengusulkan seyogyanya dibentuk suatu lelS{.f
lembaga khusus tentang kejahatan korporas_l,
khususnya di lembaga kejaksaaan dan kcpfoh-
sian. Berdasarkan hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa pada lembaga kepolisian di tingkall
daerah (POLDA) maupun Kejaksaan Negep
(Kejari) ternyata tidak memiliki_ lembaga/dl-
visi/bagian khusus mengenai tindak pidana
korporasi.

Kedua, dari aspek korporasi. Dari aspek
korporasi ini, peneliti mengusulkan bahw:
yang terpenting adalah ada_nya “pengawasan
bagi korporasi dalam mcn}?lankan usahanya.
Pengawasan ini bisa bersifat 11}tcn|al dan ekster-
nal Pengawasan internal artinya pengawasan
dari dalam korporasi itu sendiri atau sesama
korporasi. Tujuannya adalah menciptakan ko-
rporasi yang sehat sesuai dengan konsep good
corporate governance. Pek::ira\;asan ck?tc;:]
artinya wasan dari orporasi. Pen-
ga:yasanp:igadapat dilakukan loleh masyarakat
atau LSM atau lembaga perlindungan korban
kejahatan korporasi, seperti Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), maupun oleh
pemerintah melalui lembaga yang‘benwenang,
misalnya Deperindag, dan sebagainya.

Ketiga, dari aspek .
Mcngcnafupaya non penal dari aspek ?1:;
syarakat berarti juga dan a;pek konsumen atat
pemanfaat jasa yang dibenk.an oleh korporz;'n-
Dalam konteks ini peneliti megusulkan al:
pada masyarakat, khususnya konsun:::n un;}i
melakukan aksi “boikot konsumen™ apabiia

3.00 WIB di Pengadilan Negeri Band-

30 Desember 2005, Pkl 10.00-11.00 WIB di Ruang Kerja Hakim

2006, Pkl. 10.00-1 1.00 WIB di Polda Jawa Timur.
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asyarakat’konsumen merasa dirugikan oleh
egiatan korporasi. Kerugian ini dapat berupa:
enaikan harga yang tidak wajar; pelayanan
tau jasa yang tidak simpatik: adanya produk
ang merusak lingkungan dan kesehatan; dan
ebagainya. Variasi dari boikot konsumen
pat bermacam-macam, misalnya: tidak lagi
embeli produk yang dihasilkan korporasi;
idak lagi menggunakan jasa korporasi; dan
egiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk
enghentikan kegiatan korporasi yang telah
erugikan konsumen. Inti dari usulan aksi
boikot konsumen ini adalah membangkitkan
peran aktif masyarakat/konsumen untuk mem-
bentuk perilaku positif korporasi.
,‘ Menurut Anwar Fazal dan Rajeswari
'Kanniah*, istilah boikot konsumen (consumer
boycott) pertama kali digunakan di Irlandia
pada tahun 1879. Seorang bernama Captain
Charless Boycott, bertindak untuk kepentingan
para tuan tanah di Inggris. Ia mengusir para pet-
ani dan keluarganya, bahkan membakari rumah-
rumah mereka karena belum membayar sewa .
Penduduk desa menyadari tindakan pembalasan
mereka tidak akan efektif. Mereka akhimya
mengasingkan Boycott. Tidak seorangpun ada
yang berbicara padanya. Para petani menolak
untuk menanam dan mamanen. Begitu solidnya
para petani, akhimya Boycott tidak tahan dan
pada tahun itu juga ia meninggalkan Irlandia.
Tindakan “heroic” yang dilakukan para petani
dalam melawan kekerasan yang mereka alami
tersebut kemudian menjadi popular dengan
sebutan “boikot” sampai saat ini.

Aksi boikot konsumen yang diusulkan
oleh peneliti seyogyanya dapat dikembangkan
lagi dalam penelitian tersendiri. Penelitian yang
khusus membahas masalah bikot konsumen
dari berbagai aspek kajian, seperti ekonomi,
sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan
sebagainya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pem
bahasan di atas dapat dikemukakan beb
kesimpulan. Pertama, persepsi aparat peneg
hukum mengenai kejahatan korporasi ma
pertanggungjawaban pidana korporasi sudal
“sangat baik”. Berdasarkan hasil penel
ditemukan bahwa hampir semua aparat pe;
hukum (91,1%)menyatakansudahmengm d:
mengetahui perkembangan dalam hukum pi

mengetahui bahwa korporasi dapat melaki
tindak pidana, maka sebagian besar apara
penegak hukum (83,6%) menyatakan bahw:
korporasi sebagai “badan” dapat dituntut
dipidana. Dengan kata lain, penuntutan dan p
daan tidak hanya dapat dijatuhkan pada peng
tetapi bisa juga pada “korporasinya”. Disam
itu, persepsi aparat penegak hukum yang s
“sangat baik” tentang kejahatan korporasi n
pun pertanggungjawaban pidana korporasi d: ;
dilihat dari pemahaman mereka tentang teori-teo
pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagia
besar (81,1%) menyatakan pernah
mengelahuﬂmmlaharm adanya teon-teon tenta: ng
pertanggungjawaban pidana korporasi. )

Kedua, aparat penegak hukum me-
mang menemui kendala atau kesulitan dalam
mengimplementasikan teori-teori pertanggung-
jawaban pidana korporasi, baik pada proses
penyidikan, penuntutan maupun pemidanaal;_
bagi pelaku korporasi. Aparat menilai bahwa
faktor yang paling menghambat adalah sistem
KUHP yang berorientasi pada orang (53,2%)-
Kemudian secara berturut-turut adalah: karena
kejelian dari korporasi untuk menghindar dari
jerat hukum pidana (45,6%); karena aturan hu-
kum (UU) kurang jelas (40,5%); karena aparat
menemui kesulitan untuk menjerat korporasi,
baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, mau-

CNACTIZAL

* Scbagaimana dikutip dalam Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra I

Aditya Bakti, Bandung, him. 282.
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pun pemidanaan (36,7%); dan faktor-faktor
Jainnya sebesar 19%. Dari keadaan tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa secara umum,
faktor-faktor yang menghambat implementasi
teori pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam upaya untuk menjerat pelaku korporasi
dapat dilihat faktor hukum dan non hukum.
Faktor hukum adalah peraturan perundang-
undangan, baik dalam hukum pidana umum
[KUHP], maupun hukum pidana khusus [UU
di luar KUHP]. Faktor non hukum meliputi:
(1) aparat penegak hukum, yakni keterba-
tasan aparat penegak hukum untuk melakukan
“rekonstruksi hukum” dalam menangani ka-
sus-kasus yang melibatkan korporasi; dan (2)
korporasi itu sendiri, yaitu kejelian korporasi
untuk menghindar dari jerat hukum pidana.

Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan
korporasi (dalam arti korporasi sebagai badan)
maka dapat dianalisis dani pendekatan kebijakan
kriminal (criminal policy) yang meliputi upaya
penal dan upaya non penal. Upaya penal disini

meliputi tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.
Pertama, pada tahap formulasi dilakukan den-
gan jalan melakukan perubahan KUHP, yaitu
memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak
pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan
dalam hukum pidana umum. Kedua, pada tahap
aplikasi, aparat penegak hukum seyogyanya
lebih berani melakukan “rekonstruksi” hukum
dalam hal menangani kasus yang melibatkan
korporasi sebagai pelakunya. Ketiga, pada
tahap eksekusi, pelaksanaan maupun penga-
wasan putusan pidana bagi korporasi perlu
dilaksanakan dengan tegas, teliti dan hati-hati
dengan tujuan sebagai efek jera, baik bagi kor-
porasi yang dipidana (prevensi special) maupun
bagi korporasi yang lainnya (prevensi general).
Sementara itu, upaya non penal dapat dilihat
dari beberapa aspek, yaitu: (1) dari aspek aparat
Penegak Hukum; (2) dari aspek korporasi; dan
(3) dari aspek masyarakat/konsumen. Mengacu
pada adagium wltimum remedium, maka dalam
upaya penanggulangan kejahatan korporasi
harus mengutamakan upaya non penal.
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